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PENDAHULUAN 

 Setelah terjadinya perseteruan pasca pemilihan presiden di Myanmar, 

pemerintahan negara tersebut pada akhirnya diambil alih secara paksa oleh pemerintah 

junta militer yang dipimpin oleh seorang jenderal militer, Min Aung Hlaing. Junta 

militer mengambil alih pemerintahan dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan 

yang terpilih secara sah melalui pemilihan umum. Kudeta tersebut dilakukan dengan 

cara menahan presiden terpilih dari partai NLD (National League for Democracy), 

Aung San Suu Kyi yang dianggap telah melakukan kecurangan terhadap proses 

pemilihan. Penangkapan dan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi ini ternyata 
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mengundang respon negatif dari masyarakat sipil yang kemudian menyebabkan 

terjadinya aksi demonstrasi terhadap junta militer Myanmar. 

 Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini merupakan awal mula 

dari munculnya aksi kekerasan dan represif dari junta militer terhadap masyarakat sipil. 

Dalam merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar, junta 

militer melakukan berbagai tindakan represif dengan menggunakan peralatan dan 

persenjataan yang sangat membahayakan keselamatan para demonstran. Tindakan 

tersebut sangat dikecam, terlebih dengan adanya fakta bahwa masyarakat sipil yang 

berdemonstrasi tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu perseteruan dengan aparat 

keamanan.1 Perseteruan antara aparat militer dan masyarakat Myanmar kian memanas 

dan menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Selain 

itu, aparat militer juga melakukan berbagai tindakan dan aksi pelanggaran HAM 

terhadap masyarakat Myanmar. Hal ini kemudian menjadi salah satu permasalahan 

yang mengundang perhatian komunitas internasional, terutama ASEAN sebagai 

organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.  

 

PEMBAHASAN 

 Kudeta militer yang terjadi di Myanmar mengindikasikan adanya pelanggaran 

yang cukup berat terhadap kemanusiaan. Sebagai organisasi regional yang turut 

menaungi Myanmar, ASEAN turut berupaya untuk mengembalikan perdamaian, 

stabilitas perdamaian, dan demokrasi pada negara tersebut. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah dengan menggelar KTT ASEAN pada tahun 2021 di Jakarta yang 

dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara anggota ASEAN, termasuk panglima 

junta militer Myanmar, jenderal Min Aung Hlaing. Indonesia sebagai tuan rumah dari 

konferensi ini bertanggung jawab untuk memastikan agenda pertemuan para pemimpin 

ASEAN (ASEAN Leaders Meeting) tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai 

                                                
1 Josephine Lukito, Zhe Cui, An Hu, Taeyoung Lee, & Joao VS Ozawa, (2022), "States vs. social 

movements: Protests and state repression in Asia", Media and Communication 10 (4), 5-17 
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tujuan utamanya, yaitu membentuk komitmen dengan Myanmar dan negara-negara 

ASEAN lainnya untuk mengembalikan perdamaian, stabilitas, dan demokrasi di 

Myanmar. 

 Pertemuan yang digelar pada tanggal 24 April 2021 tersebut menghasilkan 

sebuah kesepakatan antara yang berisi "lima poin konsensus ASEAN" atau ASEAN 

Five Point Consensus tentang kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Adapun lima 

poin konsensus tersebut, yaitu: (1) segera menghentikan segala bentuk kekerasan di 

Myanmar; (2) melakukan dialog konstruktif antara semua pihak untuk mencapai solusi 

perdamaian demi kepentingan rakyat Myanmar; (3) utusan khusus ASEAN 

berkewajiban untuk memfasilitasi mediasi dalam proses dialog; (4) pemberian bantuan 

dari ASEAN melalui AHA Centre. (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 

Assistance); dan (5) pengiriman utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu 

dengan semua pihak yang terlibat.2 

 Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh negara-negara anggota 

ASEAN termasuk Myanmar tersebut menunjukkan bahwa ASEAN telah melakukan 

upaya dan pengambilan sikap terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi pasca kudeta 

Myanmar. Pengambilan sikap dengan membentuk konsensus tersebut didasari pada 

pendekatan pengambilan keputusan yang disebut dengan "ASEAN Way". Pendekatan 

tersebut merupakan salah satu ciri khas dari praktik diplomasi yang kerap kali 

digunakan oleh ASEAN dalam menangani permasalahan di kawasan regional Asia 

Tenggara. ASEAN Way sendiri mengacu pada kebiasaan masyarakat Melayu yang 

lebih senang melakukan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan.3 Selain itu, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia 

Tenggara memiliki prinsip non intervensi yang melarang negata-negata anggota untuk 

                                                
2 Association of Southeast Asian Nations, (2021), ASEAN Chairman’s Statement on The Developments 

in The Republic of The Union of Myanmar, Diakses dari: https://asean.org/asean-chairmansstatement-

on-the-developments-in-therepublic-of-the-union-of-myanmar-2/ pada 20 Mei 2023. 
3 Aviscenna Maulana Ar Rasyid & Najamuddin Khairur Rijal, (2023), Peran ASEAN dalam 

Menangani Krisis kemanusiaan Myanmar Melalui Kesepakatan ASEAN Five Point Consensus, 

Indonesian Journal of International Relations 7 (1), 22-49 

https://asean.org/asean-chairmansstatement-on-the-developments-in-therepublic-of-the-union-of-myanmar-2/
https://asean.org/asean-chairmansstatement-on-the-developments-in-therepublic-of-the-union-of-myanmar-2/
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saling ikut campur dalam permasalahan domestik satu sama lain. Prinsip ini tertuang 

pada pasal 2 Piagam ASEAN dan Pasal 2 Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 

tahun 1976 (Cuyvers, 2019). 

 Berdasarkan prinsip yang dimiliki oleh ASEAN dapat diketahui bahwa setiap 

negara anggota organisasi tersebut tidak dapat melakukan tindakan intervensi terhadap 

negara manapun yang sedang mengalami konflik. Hal ini tentu membatasi ruang gerak 

negara-negara ASEAN dalam hal melakukan upaya untuk menyelesaikan krisis 

kemanusiaan yang ada di Myanmar. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak 

serta-merta menghentikan ASEAN untuk dapat berkontribusi dalam penyelesaian 

konflik internal Myanmar. Disepakatinya lima poin konsensus ASEAN tentang 

Myanmar dianggap sebagai salah satu keberhasilan dari upaya negara-negara di Asia 

Tenggara untuk membantu permasalahan kemanusiaan di Myanmar dan menjaga 

stabilitas keamanan pada kawasan. Akan tetapi, definisi dari keberhasilan tersebut 

mulai dipertanyakan oleh komunitas internasional. Pasalnya, Myanmar terlihat tidak 

menunjukkan komitmen dalam menerapkan lima poin dalam konsensus tersebut. Junta 

militer Myanmar justru terus melanjutkan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil 

pasca Jenderal Min Aung Hlai kembali dari mengikuti agenda pertemuan pemimpin 

ASEAN di Jakarta. 

 Sikap tidak berkomitmen yang ditunjukkan oleh Myanmar tersebut pada 

akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat internasional mengenai 

efektivitas dari ASEAN Five Point Consensus dalam mempengaruhi perilaku dari 

Pemerintah Junta Militer Myanmar. Apa hal yang menyebabkan Myanmar tidak patuh 

terhadap kesepakatan yang telah dibentuk? Apakah efektivitas dari konsensus tersebut 

turut dipengaruhi oleh prinsip dan pendekatan pengambilan kebijakan yang dimiliki 

oleh ASEAN? 

 Dalam menganalisis efektivitas dari suatu rezim internasional seperti lima poin 

konsensus ASEAN, para tokoh aliran institusionalis cenderung berfokus pada faktor 

eksternal dari rezim tersebut, yaitu komitmen dari para pihak yang terlibat. Salah satu 

tokoh institusionalis, Oran Young memberikan dua pendekatan untuk menganalisis 
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efektivitas dari suatu rezim internasional, yaitu pendekatan output dan outcome. 

Pendekatan output berfokus pada luaran yang dihasilkan dari kerjasama negara-negara, 

seperti kesepakatan dan perjanjian internasional. Sedangkan pendekatan outcome lebih 

menekankan pada seberapa jauh suatu negara atau pihak yang terlibat berkomitmen 

dalam menjalankan kesepakatan tersebut.4 Dengan menggunakan dua pendekatan ini, 

maka yang dapat dilihat adalah tingkat kepatuhan dari suatu negara terhadap suatu 

kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat. Namun, tidak dapat diketahui alasan 

secara jelas mengapa negara tersebut tidak patuh atau berkomitmen terhadap 

kesepakatan yang telah disepakatinya. Bagaimana jika karakteristi dari suatu 

kesepakatan ternyata memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan komitmen 

dari suatu negara? 

 Setiap kesepakatan atau perjanjian yang terbentuk dalam suatu rezim 

internasional memiliki karakteristik khusus yang menentukan bagaimana pihak-pihak 

yang terlibat harus bersikap. Hal ini dijelaskan oleh beberapa tokoh liberal-institusional 

dengan konsep legalisasi yang lebih berfokus pada karakter intrinsik dari suatu 

kesepakatan yang kemudian menjadi penentu apakah kesepakatan memiliki sifat 

mengikat (legally binding) atau tidak mengikat (non-legally binding).5 Kesepakatan 

yang bersifat mengikat dapat dikategorikan sebagai hard law, sedangkan kesepakatan 

yang tidak bersifat mengikat merupakan soft law. Pembagian kategori berdasarkan sifat 

dari suatu kesepakatan dan perjanjial internasional tersebut dapat digunakan dalam 

menganalisis efektivitas dari lima poin konsensus ASEAN tentang Myanmar serta 

alasan mengapa Myanmar tidak berkomitmen dalam penerapan konsensus tersebut. 

 Jika mengacu pada konsep legalisasi, untuk mengukur seberapa tinggi 

legalisasi dari lima poin konsensus ASEAN, terdapat tiga indikator yang harus 

diterapkan, yaitu indikator obligasi, presisi, dan delegasi. Ketiga pendekatan ini 

                                                
4 Oran Young, (2011), Effectiveness of international environmental regimes: Existing  

knowledge, cutting-edge themes, and research strategies, PNAS, 108 (50), 19853-19860 
5 Kenneth W Abbott & Duncan Snidal, (2000), Hard and soft law in international governance, 

International organization 54 (3), 421-456 
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memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana obligasi digunakan untuk melihat ada atau 

tidaknya "unsur yang mewajibkan" dalam suatu kesepakatan. Hal ini dapat dilihat 

melalui pernyataan yang tertuang pada poin-poin kesepakatan, apakah bersifat 

mewajibkan, menghimbau, atau membolehkan. Selanjutnya, indikator presisi 

digunakan untuk melihat apakah suatu kesepakatan disusun dengan menggunakan 

bahasa yang dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak terlibat. Hal ini sangat 

penting agar tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman akibat adanya multitafsir dari 

suatu kesepakatan. Maka dari itu, draft kesepakatan atau perjanjian harus disusun 

secara rincil dan jelas. Indikator terakhir yang menentukan tingkat legalisasi dari suatu 

kesepakatan adalah delegasi. Indikator ini digunakan untuk melihat bagaimana 

mekanisme penyelesaian masalah dari suatu konflik dan seberapa besar wewenang dari 

pihak ketiga dalam hal memutus suatu perkara. 

 Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat ditemukan fakta bahwa kelima 

poin konsensus ASEAN merupakan kesepakatan yang memiliki tingkat legalisasi yang 

lemah. Hal ini dikarenakan kelima poin konsensus tersebut tidak mengindikasikan 

adanya suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi kesepakatan 

tersebut, melainkan hanya bersifat menghimbau dan menyarankan. Selain itu, poin-

poin konsensus yang hanya disusun dengan menggunakan kalimat-kalimat singkat 

membuat pernyataan yang terdapat dalam lima poin konsensus tersebut menjadi kurang 

jelas makna dan tujuannya. Seperti pada poin pertama yang menyebutkan bahwa 

kekerasan yang terjadi di vietnam harua segera dihentikan, tetapi tidak menyebutkan 

dengan jelas kekerasan yang dimaksud dan kapan tepatnya hal tersebut harus 

dihentikan. Hal terakhir yang menjadikan lima poin konsensus ASEAN sebagai suatu 

kesepakatan yang lemah adalah tidak adanya wewenang atau kekuasaan pihak ketiga 

untuk memutus perkara dan membawa kasus kemanusiaan Myanmar kepada 

mekanisme penyelesaian yang lebih tinggi seperti arbitrase dan pengadilan 

internasional. ASEAN sebagai pihak ketiga yang diwakilkan oleh utusan khusus hanya 

dapat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog dan proses mediasi antara 

pihak yang berkonflik. Dalam hal ini ASEAN memiliki posisi yang sangat lemah 
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sebagai pihak ketiga yang dibuktikan dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh 

pemerintah junta Myanmar terhadap akses masuk utusn khusus dan proses dialog yang 

telah direncanakan oleh ASEAN.6 

 Dengan dilakukannya analisis karakteristik dari lima poin konsensus ASEAN, 

dapat ditemukan fakta bahwa konsensus tersebut termasuk ke dalam kategori soft law 

karena tidak poin-poin yang terdapat di dalamnya tidak mengindikasikan adanya 

keterikatan dari suatu negara terhadap kesepakatan tersebut. Lima poin konsensus 

asean cenderung bersifat menghimbau dibanding mewajibkan. Tidak adanya sanksi 

terhadap pihak yang melanggar kesepakatan ini juga menjadi salah satu alasan dari 

kurangnya komitmen suatu negara dikarenakan tidak adanya hukum yang dapat 

membatasi sikap dan perilaku dari negara tersebut. Hal ini juga menjelaskan relevansi 

dan pengaruh dari prinsip non intervensi ASEAN terhadap efektivitas dari lim poin 

konsensus ASEAN tersebut. 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam artikel ini bahwa prinsip non intervensi 

yang dipegang teguh oleh ASEAN hingga saat ini melarang setiap negara anggota 

ASEAN untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain. Tujuan awal 

dari ditetapkannya prinsip ini adalah untuk mewujudkan perdamaian di kawasan 

regional Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya prinsip non intervensi ini justru 

menjadi salah satu penghambat bagi ASEAN sendiri untuk memperbaiki krisis 

kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. ASEAN menjadi tidak mampu untuk 

menghadirkan legislasi yang bersifat mengikat serta implementasi yang baik bagi 

penyelesaian permasalahan HAM.7 Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang 

disampaikan oleh seorang peneliti Asia Pacific Studies, John Dosch yang mengatakan 

                                                
6 Muhammad Anugrah Utama, (2022), Solidarity for Myanmar: #MilkTeaAlliance Indonesia’s 

Transnational Activism in Pressuring the Government of Indonesia and ASEAN, Jurnal Politik 

Internasional, 24(2), 205-226 
7 Tony Yuri Rahmanto, (2017), Prinsip NonIntervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi 

Manusia, Jurnal HAM 8 (2), 145-159 
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bahwa ASEAN merupakan organisasi yang terlihat baik dalam peraturan, tapi buruk 

dalam implementasinya.8  

 Oleh karena itu, keberadaan dari prinsip non intervensi yang dimiliki ASEAN 

ini sangat berpengaruh bagi karakteristik dan bentuk segala kesepakatan dan perjanjian 

yang dihasilkan oleh kerja sama negara-negara anggota ASEAN, termasuk dalam hal 

penyelesaian konflik. Karakteristik yang terbentuk dalam suatu kesepakatan inilah 

yang kemudian dapat mengukur efektivitas dari suatu kesepakatan dalam sebuah rezim 

internasional. Dalam hal ini, lima poin konsensus ASEAN dianggap belum efektif 

dalam penyelesaian permasalahan HAM di Myanmar. Maka dari itu, komunitas 

internasional mengharapkan agar ASEAN dapat melakukan tindakan dan langkah yang 

lebih tegas dalam menanggapi aksi-aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh 

pemerintah junta miter Myanmar. 

 

KESIMPULAN 

 Setelah terjadinya perseteruan pasca pemilihan presiden di Myanmar, 

pemerintahan negara tersebut diambil alih oleh junta militer yang melakukan kudeta 

terhadap pemerintahan yang terpilih secara sah. Tindakan ini mengundang respon 

negatif dari masyarakat sipil, yang kemudian mengadakan aksi demonstrasi terhadap 

junta militer. Demonstrasi ini menjadi awal mula dari aksi kekerasan dan represif dari 

junta militer terhadap masyarakat sipil. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa 

dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. ASEAN sebagai organisasi regional 

di kawasan Asia Tenggara berupaya mengatasi krisis tersebut dengan menggelar KTT 

dan mencapai kesepakatan dalam bentuk "lima poin konsensus ASEAN". Namun, 

keberhasilan dan efektivitas lima poin konsensus tersebut dipertanyakan, karena 

Myanmar tidak menunjukkan komitmen dalam menerapkannya. Prinsip non- 

intervensi dan karakteristik konsensus yang bersifat menghimbau daripada 

                                                
8 Nurul Wakhidah, (2014). Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik 

Rohingya di Myanmar (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada) 
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mewajibkan membatasi upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di 

Myanmar. 

 Dalam mengukur efektivitas suatu rezim internasional, perlu diperhatikan 

faktor eksternal seperti komitmen para pihak yang terlibat. Selain itu, karakteristik 

kesepakatan juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan dan 

komitmen dari negara-negara tersebut. Analisis karakteristik konsensus ASEAN 

menunjukkan bahwa konsensus tersebut termasuk dalam kategori soft law, yang tidak 

memiliki keterikatan yang kuat bagi negara-negara yang terlibat. Kurangnya sanksi 

terhadap pelanggaran kesepakatan juga mempengaruhi kurangnya komitmen dari 

Myanmar. Dalam hal ini, lima poin konsensus ASEAN tentang Myanmar memiliki 

legalisasi yang lemah, tidak memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang kuat, dan 

kurang jelas dalam pernyataan dan tujuannya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 

penggunaan pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di 

Myanmar. 
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